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WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN WALIKOTA

Menimbang

Mengingat

DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA TEGAL,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), maka
Keputusan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Wewenang dan Tugas Walikota dan Wakil Walikota Tegal
tidak sesuai lagi dengan perkembangan;

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu mengatur
tugas, wewenang dan kewajiban Walikota dan Wakil
Walikota Tegal,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Tegal,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang . . .



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3321);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4713);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

10. Peraturan Menteri . . . .



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 Tahun
2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota
Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN
WEWENANG SERTA KEWAJIBAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TEGAL
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Tegal.
Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tegal.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan

perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan Walikota.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

. Instansi vertikal di daerah adalah perangkat departemen dan/atau lembaga

pemerintah non departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang
tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka dekonsentrasi.

. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA

Pasal 2

Walikota mempunyai tugas dan wewenang :

a.

a0

memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama DPRD;
mengajukan rancangan Perda;
menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD
untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

e. mengupayakan . . .



(1)

(2)

(3)

(1)

mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

BAB III
TUGAS WAKIL WALIKOTA

Pasal 3

Wakil Walikota mempunyai tugas :

a. membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;

b. membantu Walikota dalam :

mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah;

menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan;

melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda; dan

mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan

lingkungan hidup.

c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
kecamatan dan kelurahan;

d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;

e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang
diberikan oleh Walikota; dan

f. melaksanakan tugas dan wewenang Walikota apabila Walikota
berhalangan.

PO

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil
Walikota bertanggungjawab kepada Walikota.

Wakil Walikota menggantikan Walikota sampai habis masa jabatannya
apabila Walikota meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak
dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus
menerus dalam masa jabatannya.

BAB IV
KEWAJIBAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan tugas Wakil Walikota sebagaimana dimaksud
Pasal 3, Walikota dan Wakil Walikota mempunyai kewajiban :
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
meningkatkan kesejahteraan rakyat;
memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
melaksanakan kehidupan demokrasi;
menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;

h. melaksanakan . . .
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h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan

daerah;

j- menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan
semua perangkat daerah;

k. menyampaikan rencana jangka menengah penyelenggaraan
pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

—e

(2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Walikota mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan
penyelenggaraan  pemerintahan daerah kepada  Pemerintah, dan
memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
masyarakat.

(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Tegal
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Wewenang dan Tugas Walikota dan Wakil
Walikota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2004 Nomor 4 Seri E),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 16 Mei 2014

WALIKOTA TEGAL,

Diundangkan di Tegal ttd
pada tanggal 16 Mei 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL SITI MASITHA SOEPARNO

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

ttd

DYAH KEMALA SINTHA
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd
BUDI HARTONO, S.H.

Pembina
NIP. 19680216 198903 1 004




